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'PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
- NOMOR 9 TAHUN2009

"TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN

== | PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

_BUPATI KARANGANYAR, -

Memmbang a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Ly
4 ]4
-

Mehgingaf: 1.

Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten

Karanganyar, maka perlu disusun Uraian Tugas dan Fungsi

Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar; :

. bahwa. berdasarkan pertimbangan sebagaimana -dimaksud

tersebut huruf a perlu dlatur dan ditetapkan Peraturan Bupati
Karanganyar : =

Undang- Uhdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Llngkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan ,

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia- Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara .
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemenntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor -

125, Tambahan Lembaran Negara Republik -Indonesia Nomor
4437)" sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndoneSIa Nomor 4844) ,



SR o | <»4,f*,'»Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan e
. . Keuangan Antara Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara .

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarany S

‘ Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan. Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman‘if‘.*"«'i‘~ i
" Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan -

Daerah (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua Nomor_ ‘
4593) ‘

PR Peraturan , Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang by
2 Pembagian  Urusan Pemerlntahan ‘antara’ - Pemerintah,
. Pemerintahan' Daerah Provinsi dan Pemerlntahan Daerah
. "Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
+2007 Nomor - 82, Tambahan Lembaran Negara Republlk S

f Indonesxa Nomor 4737) i . s

L 7. 'Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgamsasn :

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun
2007. Nomor = 88, Tamba‘han Lembaran Negara Repubhk'» L

S Indonesna Nomor 4741);

, S T gl ~Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan
e e Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-‘
: undangan . ey ~

-9 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor7 Tahun 2008 e
o tentang Urusan Pemerintahan yang menjadt Kewenangan
- -Pemerintahan Daerah Kabupaten - Karanganyar (Lembaran
- Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 ‘, S

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 o
~ tentang Organlsasx dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Badan
'Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan PO|ISI ‘Pamong Praja di
Kabupaten  Karanganyar, (Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun ?009 Nomor3) e S

ME'MUTUSKANf: 5

‘ t"‘/ Menetapkan PERATURAN BUPATl KARANGANYAR TENTANG URAIAN TUGAS |
- DAN FUNGS! JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KESATUAN
BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

"'KABUPATEN KARANGANYAR
S - BABIL o «j.
. KETENTUAN UMUM :
DS S ‘Pasal 1 :
e . "Dalam Peraturan Bupat| ini yang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar '

E) 3 2 Pemerlntah Daerah adalah Bupat| dan Perangkat Daerah sebagal B
- unsur. penyelenggara pemerlntahan Daerah.. :

o 3 Bupatu adalah Bupatn Kabupaten Karanganyar



. \_Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu kepala/
h:g‘daerah dalam penyelenggaraan pemermtahan daerah yang terdiri dari
- Sekretariat Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas ‘Daerah, Lembaga Teknis

- Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Laln ~Kecamatan, dan
‘\‘Kelurahan Kabupaten Karanganyar o

‘ Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Karanganyar

, Badan ' Kesatuan Bangsa Politik dan Perhndungan Masyarakat yang L
~ selanjutnya disebut Badan. adalah Badan Kesatuan Bangsa Polltlk ‘dan .
- Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar ‘

- ,.‘fKepaIa Badan . adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan'
i Perhndungan Masyarakat Kabupaten Karanganyar ~ :

8. 4‘Jabatan ~ Fungsional ~ adalah kedudukan yang menunjukkan tugas
i ‘tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawa| Negerl Sipil dalam suatu :
. kesatuan - organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya dldasarkan pada-, '
keahhan dan ketrampllan serta bersufat mandm ‘ , :

' Kelompok Jabatan Fungsmnal adalah kumpulan jabatan fungsmnal yang terdnn .
- dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan’ fungS|onaI yang terbag| dalam
e berbaga| kelompok sesual keahhannya : - \ :

GhE BABll"“--
’ oUSUNAN ORGANISASI
- . Pasal 2. : .
Susunan OrganlsaS| Badan terdlrl dari: O | Sf e

i a. -Unsur lep'nan yaltu Kepala Badan

b.. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sekretanat yang membawahkan L
_ 1. Sub Bagian Perencanaan ' ‘ ‘
: 5 2. Sub Baglan Keuangan |
' 3. Sub Bagian.Umum dan Kepegawalan

s ,V c Unsur Pelaksana yaltu Bldang Bldang terdiri darl

1. Bldang Kesatuan Bangsa yang membawahkan |
~a) Sub Bldang Edlologl dan Wawasan Kebangsaan

7b) Sub’ Bidang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Ahran‘ "
| Penghayat Kepercayaan . , b

2 Bldang Polltlk dan Kemasyarakatan yang membawahkan
Lo a) Sub Bldang Kelembagaan dan Hubungan antar Lembaga
| b) Sub Bldang Demokratlsa31 dan Masalah Aktual
b ) 3 Bidang Perhndungan Masyarakat yang membawahkan
S a) Sub Bldang Pemngkatan Perlmdungan Masyarakat

e b) Sub  Bidang Pemberdayaan Sumber D,aya ;~"‘Manli‘4$iéf:r'

R Perllndungan Masyarakat
4 ‘Unlt Pelaksana Teknis Badan
o d. Kelompok Jabatan Fungsuonal



(.‘ . IR |
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@

 BABW
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

: Baglan Kesatu
~ Kepala Badan
Pasal 3.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Pohtlk dan Perhndungan Masyarakat ‘
mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan. Daerah di bldang Kesatuan Bangsa Polmk dan -

Perlmdungan Masyarakat.

Untuk. melaksanalfan tugas pokok sebaga:mana dlmaksud pada ayat (1), Badan
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perllndungan Masyarakat . mempunyal fungsi :

a. menyusun kebuakan bldang Kesatuan Bangsa, Bldang Politik dan
Kemasyarakatan dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta kesekretariatan,;

b. mengkoordmasnkan fasilitasi dan pembmaan kegiatan bidang Kesatuan .
-Bangsa, Bidang Politik dan Kemasyarakatan dan Bldang Perllndungan e

Masyarakat serta kesekretarlatan

c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bldang Kesatuan Bangsa

- Bidang Politik dan Kemasyarakatan dan Bidang Perhndungan Masyarakat

| . serta kesekretariatan;.

@)

-,a.\merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan peraturan perundang-

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berlkut

undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedxa sebagai pedoman
. pelaksanaan keg|atan .

b. mengarahkan tugas bawahan sesual bldang tugasnya balk secara Ilsan o

- maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas; :

c.‘melaksanakan koordinasi- dengan instansi terkait baik secara langsung
maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk

S mengevaluas: permasa!ahan agar diperoleh hasil ker]a yang optimal;
' d merumuskan kebijakan Bupatl di bidang Kesatuan, Bangsa, Politik, dan

_Perllndungan Masyarakat - berdaaarkan wewenang: yang diberikan dan
-~ peraturan perundang- undangan ‘'yang berlaku sebagan bahan arahan

- operasional Badan ;

e. mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengembangan nilai-nilai
kebangsaan, pemberdayaan - kesatuan dan kerukunan masyarakat,
‘pembinaan organisasi kemasyarakatan massa, polmk pencegahan dan
penanggulangan. tencana, serta- pemberdayaan sumber daya masyarakat
perlindungan’ masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang

- berlaku dalam rangka mewujudkan sntuasn Daerah yang kondusif;

i mengendallkan pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai kebangsaan,

‘ pemberdayaan kesatuan dan'  kerukunan masyarakat, organisasi
- kemasyarakatan, politik, pencegahan dan penanggulangan' bencana dan
~ pemberdayaan SDM perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-

" undangan yang berlaku dalam rangka mewu1udkan sntuasx Daerah yang
~ kondusif; v . : ,

“ g membma pelaksanaan urusan pemermtahan bldang kesatuan bangsa

' pOlltlk dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- -
~ undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati;

» h. melakasanakan fasilitasi hubungan antar Lembaga Pemerlntahan Daerah,

- DPRD, Lembaga Politik dan Kemasyarakatan lainnya ;
i. menyelenggarakan koordlnasx musyawarah di daerah; ' '



',.,;(1):

._mengevaluasr pelaksanaan kegratan operasronal kesatuan bangsa orgamsasr )~ ‘
‘kemasyarakatan politik. serta perlindungan masyarakat dengan cara ‘mengukur

,'Fencapalan program kerja yang telah drsusun sebagar bahan penyusunan
laporan; S i . , -

: 'melaksanakan momtonng, evaluasr dan’ memlar prestaS| kerja pelaksanaan tugas &

;bawahan -secara  berkala melalui srstem penllaran yang tersedra sebagal
 cerminan ‘penampilan kerja y

’menyampalkan Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagar dasar
pengambllan kebuakan o : ,

.jmenyamparkan saran dan pertrmbangan kepada atasan secara lisan maupuna
- tertulis sebagai bahan masukan guna ke!ancaran pelaksanaan tugas ‘

N melaksanakan tugas kedrnasan larn sesual dengan penntah atasan

' Bagian Kedua
. Sekretariat
' _ Pasal4 :

Sekretaris Badan - mémpunYar, ‘tugas membantu Kepala Badan untuk

- merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang

- urusan perencanaan, keuangan umum dan kepegawaian di Iingkimgan Badan. k

@

Uralan tugas sebagarmana d:maksud pada ayat (1 sebagar berikut :

Soar menyusun program keglatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan’ sumber data yang tersedla sebaga| pedoman

 pelaksanaan kegiatan; -

~b. menjabarkan perintah ~atasan. melalul pengkajiah permasalahan dan

T ‘peraturan perundang- -undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai

- ,dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;

C. membagl tugas kepada ‘bawahan’ sesuai. dengan bldang tugasnya
~ memberikan arahan ' dan petunjuk secara lisan maupun tertulis ‘guna.
i menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; ' ,

i -d. melaksanakan koordtna3| dengan seluruh brdang dl hngkungan Badan baik

‘secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, -

’ lnformasr serta untuk mengevaluasu permasalahan agar dlperoleh hasil kerja B

yang optimal; : , o , 4 ,
‘e.»merumuskan konsep kebuakan Kepala Badan sesuar bldang tugas dl
- Sekretariat; : TR T [ DR R RSN
S 'f'f."merumuskan program keglatan berdasarkan hasrl rangkuman rencana

- kegiatan Bidang- Bldang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan g
- dan belan]a Badan,; , , .

g melaksanakan pelayanan pengelolaan kegratan admmlstrasr umum _ .
ﬁkepegawaran keuangan ‘kearsipan, ‘perpustakaan, perlengkapan rumah —

tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas

f‘: "hy.:"mengoordlnasman penyusunan Laporan Akuntabilitas Klnerja Instansr o

. Pemerintah (LAKIP) Badan dan’ Laporan Keterangan Pertanggung]awaban
- Bupati (LKPJ); - ~ '

i melaksanakan brmbrngan teknls fungsr-fungsr pelayanan administrasi :
perkantoran ‘sesuai pedoman ‘dan peraturan . perundang-undangan yang Sy
- berlaku " agar keglatan kesekretanatan drlaksanakan secara efek’uf dan.} T

¥ ;eﬂsren



-

'vmelaksanakan momtormg, ' mengevaluasu dan memlal preétaSi : kerjya
pelaksanaan tugas- bawahan .secara berkala melaluu srstem penilaian yang
‘tersedla sebagar cerminan penamprlan kerja ' '

membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagau dasar pengambllan v
kebuakan ‘ , : e

.‘menyampa|kan saran dan perhmbangan kepada atasan balk secara llsan g
© maupun tertulls sebagan bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas o

melaksanakan tugas kedmasan lain sesuai dengan penntah atasan.

Paragraf‘l ,
Sub Bagian Perencanaan :
- Pasal 5 :

ﬁ;,(1) Kepala Sub Bagran Perencanaan mempunya| tugas membantu Sekretarrs;

Badan untuk menyusun program keglatan monrtonng, evaluasr dan pelaporan, o

: , f"_pelaksanaan program kpglatan Badan.
@

';a. menyusun program keglatan sub baglan Perencanaan Monltorlng, dan . T

Uralan tugas sebagalmana drmaksud pada ayat (1) ebagar berlkut

Evaluasi berdasarkan peraturan. perundang- undangan yang berlaku dan
f‘,,sumber data yang tersedra sebagar pedoman pelaksanaan kegiatan;

: b. menjabarkan perlntah atasan melalun pengkajlan permasalahan dan

 peraturan yang berlaku -agar pelaksanaan tugas sesua| dengan ketentuan: =

e yang berlaku dan kebuakan atasan;

e cC. membagi tugas kepada | bawahan sesuau dengan brdang tugasnya, memberi

- petunjuk dan arahan secara ‘lisan- maupun tertuh.; guna memngkatkan

- kelancaran pelaksanaan tugas; -

‘ '-':‘ ,“d'.lmelaksanakan koordinasi dengan Sub Bag|an dan Sub B|dang di Ilngkungan

~Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

- masukan, informasi serta untuk mengevaluasr permasalahan agar duperoleh
- hasil kerja yang optlmal ' - ,

.e."menylapkan konsep naskah dinas bldang perencanaan monltorlng, dan H

- evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan yang
- dltetapkan atasan : , : ,

f f_menyusun Rencana Keglatan dan Anggaran (RKA)I Dokumen Pelaksanaan e

5 'Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) “

. sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

s g. menyusun program kerja dan rencana kerja - satuan kerja perangkat daerah 4

: h.:menghxmpun menelm dan mengorek3| bahan usulan program keglatan dan_

- laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Bidang, Sub Bidang dan |
-~ Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghlndarl

(o fkesalahan

S | ,'melakukan momtonng dan evaluasr pelaksanaan kegsatan operasronal agar" B

- diketahui tingkat realisasinya; . '

i"f ‘j.;‘“menylapkan bahan Laporan Akuntablhtas Klnerja Instansr Pemerintah
: ;‘(LAKIP) Badan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupatl (LKPJ)r

i sesual dengan- |nd|kator—|nd|kator yang telah dltetapkan

ke melaksanakan momtonng, evaluasr dan menilai presta5| kerja pelaksanaan :

tugas bawahan secara berkala melalui sistem pennalan yang tersedia

. sebagai cermlnan penampllan kerja;.

‘I‘.'membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar
pengambllan kebuakan B v .



\m menyampankan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk Ilsan maupun

tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas

n melaksanakan tugas kedmasan laln sesua| dengan permtah atasan

e , Paragraf2
o Sub Bagian Keuangan
5 Pasal 6

Kepala Sub Baglan Keuangan mempunya| tugas membantu Sekretarls Badan |

~untuk . melaksanakan . urusan. administrasi - keuangan dan- pelaporan:"

‘ pertanggung Jawaban keuangan Badan .

5 :3'(2) : ,
L f a. menyusun program keg.atan Sub Bagian Keuangan berdasarkan programv' o
- kerja serta evaluasi kegiatan tahun lalu, peraturan perundangundangan yang =

Uralan tugas sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) sebagau benkut

- berlaku dan . sumber data yang tersedia sebaga| pedoman pelaksanaan
' keglatan : : e ety a

b. menjabarkan penntah atasan melalun pengkajlan permasalahan dan

peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugaq sesua: dengan ketentuan :

: yang berlaku dan kebuakan atasan,’

'f;c.' membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya memberl

- petunjuk - dan - arahan  secara lisan: maupun tertulls guna memngkatkan

~ kelancaran pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordmaS| dengan Sub Bagxan dan Sub Bldang di Imgkungan .

-Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

- masukan, informasi serta untuk mengevalua5| permasalahan agar dlperoleh L

L hasnl kerja yang optlmal

e. menylapkan proses pencalran dana dan pengelolaan admlnlstraSI keuangan

f melakukan momtormg dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara -
- membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana

e pemblayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

= g melaksanakan pengendahan dan venfnkasn serta pelaporan bldang keuangan‘

di llngkungan Badan

]h.;melaksanakan momtonng, evalua3| dan memlal prestaS| kerja pelaksanaan-
. _tugas bawahan : secara berkala melalux S|stem pemlalan yang tersedla

~ sebagai cerminan penampuan kerja,

 7’,,”,"i.ramembuat laporan pelaksanaan | tugas kepada atasan sebagal dasar

pengambllan kebuakan

" g menyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan ba|k Ilsan maupun '

ROX

: f”tertulls sebaga| bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas :
e k. melaksanakan tugas kedlnasan Ialn sesuai dengan penntah atasan ‘

E : Paragrafs o
' Sub Baglan Umum dan Kepegawalan }
TR Pasal 7 : '

Kepala Sub Baglan Umum dan Kepegawalan mempunyan tugas membantu
u,jSekretans ‘Badan’ untuk  melaksanakan pengelolaan urusan administrasi
~ umum, organisasi dan tatalaksana pengurusan rumah tangga, perlengkapan /

~ perbekalan, dokumentasi, perpustakaan  dan kearS|pan serta pengelolaan'

admlmstra5| kepegawalan Badan. .



) : - . B 2 : . : . S

(2) Uralan tugas sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) sebagal benkut S
a menyusun program keglatan Sub Baglan Umum dan Kepegawalan; k

. berdasarkan program kerja serta’ evaluasi kegiatan 'tahun lalu peraturan :

8 _ perundang- undangan yang’ berlaku dan sumber data yang tersedla sebagali
el pedoman pelaksanaan kegnatan ' , ~

.7: b menjabarkan perlntah atasan melalw pengkapan permasalahan dan -
- peraturan yang' berlaku agar pelaksanaan tugas sesua| dengan ketentuan
- .yang berlaku dan kebij akan atasan; ' ‘

- c ‘membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya memberi P

’ petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertuhs guna memngkatkan
"'kelancaran pelaksanaan tugas o o

ko d.“melaksanakan koordmasn dengan Sub Bag|an dan Sub Bldang dl lmgkungan
S -Badan baik secara langsung maupun tidak |angsung untuk mendapatkan
- masukan, informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan agar dlperoleh
"l,,,_»hasn kerja yang opt:mal : N . , . S

y ‘:_?'e,'menylapkan konsep naskah dmas b\dang adm\mstrasx umum dan» -
.~ kepegawaian sesua: dangan ketentuan yang berlaku dan kebuakan yang :
oy dltetapkan atasan; ; : e ST

AN membenkan pelayanan urusan admmnstrasn umum organlsasx dan tata

~ laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi,

; ‘.’~'§perpustakaan dan kearSIpan serta pengelolaan admmnstrasn kepegawa:an,
‘_f_*;r':j,Badan a e . e 5
'; '_g".j merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan ,
. rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran: dan peraturan e

; perundang undangan yang berlaku sebagan dasar pengadaan barang, E

- h melaksanakan inventarisasi barang kekayaan Badan Kesatuan Bangsa )

fEPohtlk dan Perlmdungan ‘Masyarakat 'untuk" tert|b ‘administrasi serta

- melaksanakan- pemehharaan barang mventans: agar dapat digunakan

dengan optlmal T T e T T

“i. membuat - Iaporan rut|n tentang' 'perernajaan - pegawai, Daftar = Urut :

e Kepangkatan (DUK), nomlnatlf pegawai, dan laporan: kepegawalan Ialnnya:~ PR
”””deml terciptanya tertib administrasi kepegawalan : e :

] memproses usulan’ kenalkan pangkat mutasn gajl berkala dlklat pegawal :
. danurusan kepegawalan Ialnnya e R : . ;. ; "
" “’fk.'jﬁmelaksanakan momtorlng, evaluasi, ‘dan men|Ia| prestasn kerja pelaksanaan o
- tugas bawahan : secara - berkala melalu: snstem penllalan yang tersedna
T sebaga: cermlnan penampnan kerja ,‘ ; BN s
' ;*’I.rrmembuat laporan. pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga| dasar'
S pengambllan kebijakan; = S S e
L 31‘:- m menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk lisan maupun’
tertuhs sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan

n melaksanakan tugas kedlnasan la|n sesual dengan penntah atasan

Bagxan Ke’uga Faianey
Bldang Kesatuan Bangsa BEEER N
ey _ e o Pasal8 = e
(1) Kepala Bldang Kesatuan Bangsa mempunya| tugas membantu ‘Kepala Badan
dalam merumuskan kebuakan pengoordmasuan pembmaan dan pengendallan
keglatan di bldang kesatuan bangsa L T S .



PR
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(2) Uralan Tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagal berlkut

;r. a menyusun program keglatan pengembangan kesatuan bangsa berdasarkan :
peraturan perundang-undangan yang- berlaku ‘dan sumber data: yang'
o tersed:a sebagan pedoman. pelaksanaan kegiatan; -

b rmenjabarkan perintah . atasan melalui pengkajlan permasalahan dan
. ;_peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
j\,,"/sesual dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan; s

- k"c.‘*membag: tugas kepada bawahan - sesuai dengan bidang tugasnya i

- memberikan arahan. dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna‘.

‘ ' ; < menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas :
od melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bldang d| Imgkungan Badan baik

' secara langsung maupun tidak ‘langsung untuk mendapatkan - masukan,

:"}7;1 informasi serta untuk, mengevaluasn permasalahan agar dlperoleh hasul kerja
. yang optimal; - , | , . :

.Y:‘[ey.;‘merumuskan petunjuk tekms dan naskah dlnas pengembangan mlalmlar
o ‘yiﬂKebangsaan dan- pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat
.~ -guna pelestanan mlal mlau kebangsaan dan terCIptanya ketentrarnan sertai :
) : ;ketertlban umum; - , : ,

,;_‘f.;.-merencanakan operas:onal konsultasn koordxnaSI dan kerja sama dengan
. instansi  terkait dalam rangka pembinaan pengembangan nilai-nilai

”fzi,‘kebangsaan kewaspadaan bangsa, ketahanan nasional dan_ bela ‘negara

S guna menlngkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat

{:.‘f";Q;‘"merencanakan operasnonal konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan o
- instansi terkait dalam rangka. pemantauan dan pengendallan ketentraman
.~ dan ketertlban umum guna, menmptakan kondusn Daerah yang kondusif;

‘ h membenkan fasnhtasn terhadap keglatan; pengembangan mlal-m!al
. Kebangsaan dan pemberdayaan kerukunan serta kerukunan masyarakat

: ';'i‘l‘(~guna pelestarlan l‘ll|al-—nllal kebangsaan dan termptanya ketentraman serta o

keter’uban umum;

i, melaksanakan inventarisasi dan’ péndataan permaSalahan terhadapv‘
. pengembangan: nilai-nilai kebangsaan dan pemberdayaan kesatuan serta
‘ ,kerukunan masyarakat sebagai bahan evaluasx iy :

. melaksanakan monitoring, mengevalua5| dan men||a| prestasi kerja_ :

L pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melaiun snstem pemlalan yang o

- tersedia sebagal cermman penampllan kerja

o Vk."membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagan dasar
.. pengambilan kebuakan PRl S : ,

: ".v‘.['I;;'menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara lisan

~ maupun tertulis sebaga1 bahan masukan guna kelancaran pelaksanaanf R

. tugas o : :
e m meiaksanakan tugas kedlnasan laln sesual dengan penntah atasan

: Paragraf 1 : RO
Sub Bldang Idlolog| Wawasan Kebangsaan )

Pasal 9

(1) Kepala Sub Bldang ldlologl Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas -

3 membantu Kepala' Bidang untuk = menyiapkan bahan penyusunan petunjuk
teknls dan pelaksanaan pemblnaan n||a|-n|Ia1 kebangsaan S



g"

(2) Ura|an tugas sebagalmana dimaksud pada ayat (1) sebaga| benkut

LA,

menyusun program- keglatan pengembangan ldeologl Wawasan
kebangsaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

‘ sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan keglatan
.menjabarkan perintah atasan melalui - pengkauan permasalahan dan

peraturan  perundang-undangan- yang berlaku agar pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan;

.'membagl tugas kepada- bawahan sesuai - dengan bidang tugasnya O
‘memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulls guna
‘memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; - '

: melaksanakan koordma3| dengan seluruh Bldang di Imgkungan Badan balk '
~secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
‘informasi serta untuk mengevaluas: permasalahan agar dlperoleh hasil kerja

yang optlmal

: menylapkan petunjuk  teknis dan naskah dmas Ideologl wawasan'“

Kebangsaan guna pelestanan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme;

menyiapkan bahan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi
- terkait - dalam rangka pembinaan pengembangan nilai-nilai kebangsaan,
- kewaspadaan bangsa, ketahanan nasional dan bela negara guna

: menmgkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat; '

menylapkan bahan -~ penyusunan keglatan pengembangan ketahanan
bangsa dan penanggulangan segala bentuk ancaman terhadap |d|olog|
Pancasila; SN :

. memberikan fasmta3| keglatan terhadap Forum Persaudaraan Bangsa

~Indonesia (FPBI);

f‘melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap tdeologl

~ 'wawasan kebangsaan sebagai bahan evaluasi;

N

i L

mengadakan forum Komunikasi dan konsultasi pemantauan |d|ologl negara
memfaS|l|taS| pembauran dan naturahsme N '

-mengadakan ceramah ketahanan bangsa; -

m. melaksanakan orientasi ketahanan bangsa

=N,

mlo vo

S

mengadakan temu karya kesatuan bangsa

: 'mengadakan forum wawasan kebangsaan; ,
- mengadakan sosialisasi pemantauan nilai-nilai nasmnahsme
. mengadakan pemantauan kegiatan orang asmg, ‘

'mengadakan pemantauan pemasyarakatan bahasa mdonesna
mengadakan pemantauan tulisan bahasa asing;

- mengadakan pemantauan _organisasi-organisasi eks G 30 S PKl dan

bahaya laten PKI orgamsasn terlarang lainnya;

.melaksanakan momtormg, mengevaluasn dan menilai - prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem pemlalan yang .

. tersedia sebagal cerminan penampilan kerja

membuat  laporan pelaksanaan - tugas kepada atasan sebagal dasar -

o "”pengambllan kebuakan ( :
w. menyampalkan saran dan perhmbangan kepada atasan baik secara l|san‘

‘maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan
tugas ‘ o X :



S :
. M

: x. melaksanakan tugas kedinasan lain Sesuai denga‘n‘periintah atasan.

Paragraf 2

Sub Bldang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Allran Penghayat Kepercayaan (e
o O ~Pasal'10 |

(1) Kepala Sub Bldang Kerukunan Antar Umat Beragama dan Aliran Penghayat
- Kepercayaan mempunyav tugas membantu Kepala B|dang untuk menyiapkan
“bahan .perumusan ' kebijakan, pembinaan, dan faS|l|taS| keglatan di bldang
pemberdayaan kesatuan dan kerukunan masyarakat

‘ (2) Uraian tugas sebagatmana dxmaksud pada ayat (1) sebaga| berlkut

a. menyusun program kegiatan Kerukunan Antar ‘Umat'. Beragama dan Aluran -

. Penghayat Kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ‘
s _‘berlaku dan sumber data yang tersedla sebagal pedoman pelaksanaan
’ ,‘kegnatan ~ - A , ~

i‘ib.';menjabarkan penntah atasan melalw pengkajlan permasaiahan dan
e ,peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas
- sesuali dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan -

" c.membagi tugas képada - bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
' memberikan arahan. dan petunluk secara Ilsan maupun tertuhs guna
o menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas :

| *‘d;':melaksanakan koordmasn dengan seluruh Bldang di Ilngkungan Badan balk
 secara langsung maupun tidak Iangsung untuk . mendapatkan masukan,

Gk informasi serta untuk mengevaluas: permasalahan agar dlperoleh hasnl kerja T

,yang optimal;

“ f";'efmenylapkan petunjuk tekms dan naskah dlnas kerukunan antar umat
‘ *Vberagama dan aliran penghayat kepercayaan :

f. menylapkan bahan konsultasn koordlnaS| dan kerja sama dengan |nstanSI LR

* . terkait dalam pemantauan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum, -

- politik, sosial dan budaya di Daerah guna menc:lptakan kondnsu Daerah yang .
kondusif; . SEETRCE

; ; g melaksanakan pemblnaan kerukunan hldup antar umat beragama dan allran o
o _’»—penghayat kepercayaan : : B
~h. fmengadakan sarasehan penmgkatan toleransn dan kerukunan antar umat' o

e beragama dan allran penghayat kepercayaan ‘ . , - :

b L 'memfa5|||ta5| persengketaan antar’ umat beragama dan ahran penghayat VL

-kepercayaan - ~ : V

| ﬂ“'r‘j.‘,,“mengadakan pemantauan pendlrlan ahran umat beragama dan allran"
- penghayat kepercayaan; : , ; :

" k. mengadakan pemantauan pemakaman umum

‘I."jmelaksanakan pemantauan kegiatan - masyarakat yang berdampak pada -
- Tg,,ketentraman ketertiban umum, pohtlk sosual dan budaya yang dapat, '
. berpengaruh terhadap sﬂuasn Daer ah .

o Lm.melaksanakan |nventar|saS| dan - ‘pendataan’ permasalahan terhadap :
- . ketentraman, ketertlban umum, polmk sosial dan budaya di Daerah sebagal
- bahan evaluasu S : : : \

o n melaksanakan momtormg, ' mengevaluaSI dan memlal 'prestasn kerja

- pelaksanaan tugas bawahan secara berkala meIaIun S|stem penilaian yang -

L tersedla sebagal cermman penampllan kerja
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o. membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagar dasar pengambrlanf

kebuakan o

7p menyamparkan ‘saran dan pemmbangan kepada atasan bark secara Ilsan_‘!

maupun tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas

‘q melaksanakan tugas kedrnasan laln sesual dengan penntah ataean

: ; Bagran Keempat L5 ,
Bldang Polrtlk dan Kemasyarakatan

Pasal 11

' \_(1) Kepala Brdang Pohtrk dan Kemasyarakatan mempunyar tugas membantu

Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan dan

a

: ' pengendalran keglatan di bldang politik dan kemasyarakatan
(2 ‘Uraran tugas sebagarmana drmaksud pada ayat (1) sebagar benkut

menyusun _program .. kegratan “bidang polmk dan kemasyarakatan'

“berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
~yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan kegratan

.fmenjabarkan perrntah atasan melalui pengkajlan permasalahan dan .
‘peraturan: perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas.
, ,/SGSUGI dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan

membagi ‘tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya

~memberikan arahan, dan petunjuk secara lisan - maupun tertuhs guna L
- menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordrnasr dengan’ seluruh Bidang di Imgkungan Badan balk

secara ‘langsung maupun, tidak langsung untuk mendapatkan masukan,

. -informasi serta untuk mengeva!Uasr permasalahan agar drperoleh hasil kerja
-yang optimal; S B ;

. menyrapkan rumusan program kegratan konsep kebuakan Kepala Badan dan

naskah dinas yang berkaitan dengan organisasi kemasyarakatan dan pohtrk

g guna mencrptakan kondrsn Daerah yang kondusif;

'membenkan fasilitasi kegratan terhadap lembaga pemrhhan d| Daerah untuk i
- menciptakan pemrhhan umum, pemrhhan Kepala Daerah yang sesual e
- ketentuan yang berlaku; : . sy

.v'melaksanakan fasilitasi hubungan antar Lembaga Pemenntahan Daerah -
- DPRD, Lembaga Politik dan Kemasyarakatan lainnya;

.‘imenylapkan bahan konsultasr koordmasr medlasr dan kerja sama dengan
- lembaga antar Iembaga pohtlk quna mencrptakan kondrsr Daerah yang
‘kondusﬁ , . :

melaksanakan pembmaan pelayanan admmlstrasr dan pemantauan terhadap

 kebéradaan lembaga, . organisasi kemasyarakatan, organrsasr keagamaan,

" organisasi - profesi . dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka' '
: 'kerkutsertaannya dalam pembangunan Daerah;. o

membenkan fasrlrtasr yang berkaltan dengan partar pohtrk

: mengadakan komumkasn konsultasr dan kerjasama antar partar pohtlk dan
~ kemasyarakatan; ‘ : ,

L m memfasnhtasr demokratlsasr bangsa dan masalah aktual dalam brdang polltlk

melaksanakan fasrhtasr partal pohhk

sosral budaya dan sosral kemasyarakatan



S h,‘_mengadakan komumkasn konsultaSt dan kerja sama dlbldang demokrahsasu;»f B
. bangsa dan | masalah aktual untuk mendapatkan data atau masalah aktual dan g

i narkoba;

0. menylapkan bahan melaksanakan rapat koordmasv musyawarah plmplnan dli S

- daerah;

- f"p.,_melaksanakan |nventar|sa5| dan pendataan permasalahan d| bldang pohtlk
“:'kemasyarakatan sebagal bahan evaluaS| : . o

- g. melaksanakan - monltonng, ‘ mengevaluasn “dan memlal prestasn kerja
- pelaksanaan tugas’ ‘bawahan secara berkala melalu: s:stem penllalan yang
‘ :ﬁtersedla sebagai cermman penampilan kerja; : o

i r fmembuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagax dasar pengambilan
o kebuakan s e ‘

‘}‘s.ﬁ‘_menyampatkan saran dan pemmbangan kepada atasan balk secara lisan
- . maupun tertulis sebagau bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas G

E \t.\’l melaksanakan tugas kedlnasan Iam sesuai dengan perlntah atasan;
u. ‘melaksanakan koordmas: penangguIanganpenyalahgunaan narkoba

V. merumuskan pedoman dan petunjuk teknls penanggulangan penyalahgunaan* ]
. narkoba AR . o , : :

WL melaksanakan tugas kedlnasan la|n sesuan dengan perlntah atasan

' Paragraf 1 o g
Sub Bxdang Kelembagaan dan Hubungan antar Lembaga ‘
» - Pasal 12 ' a g

 ~.[(1) Kepala Sub Bldang Kelembagaan dan Hubungan antar Lembaga mempunya| |
- tugas membantu Kepala Bldang untuk- menyiapkan bahan perumusan-

~ kebijakan, ‘pembinaan, dan fasilitasi kegiatan di bidang lembaga, organisasi L , '

- kemasyarakatan, organlsasx keagamaan organisasi profesi dan lembaga
- swadaya masyarakat dalam rangka kelkutsertaannya dalam pembangunan,
.Daerah A : : .

o (2) ;Uraxan tugas sebaga|mana dlmaksud pada ayat (1) sebaga| benkut

: a. menyusun program keglatan pemblnaan Kelembagaan dan Hubungan antar
" lLLembaga berdasarkan peraturan perundang—undangan 'yang berlaku dan
sumber data yang tersedla sebagan pedoman pelaksanaan keglatan N

mb.imenjabarkan perintah atasan melalw pengkajlan permasalahan dan":

peraturan perundang-undangan - yang = berlaku agar. pelaksanaan tuQas}

o sesuai dengan ketentuan yang beriaku dan kebuakan atasan

i gﬂ;c.'membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya' L
;memberlkan arahan .dan’ petunjuk secara Ilsan maupun tertuhs guna |
i memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas , ‘

f?*d.'melaksanakan koordmaS| dengan seluruh Bxdang di Imgkungan Badan balk -
. secara langsung maupun tidak ‘langsung- untuk mendapatkan masukan,
- informasi serta untuk mengevaluasu permasalahan agar dlperoleh hasn kerja
]yangoptlmal , ; , i T :
e menylapkan : petunjuk , tekms pembmaan : Iembaga organlsaSI
i kemasyarakatan organisasi keaqamaan organlsaSI profesi dan lembaga
. swadaya masyarakat dalam rangka kelkutsertaannya dalam pembangunan ‘
Daerah ' : SR : e ,



S f. membenkan pelayanan admlmstraSI terhadap pendaftaran dan rekomendasi izin

- kegiatan setiap lembaga, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan,

~~organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat yang akan melaksanaan

kegiatan di Daerah;

g. memperSIapkan dan menyelenggarakan pembinaan lembaga, organisasi

- kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan lembaga
- swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

—h. menylapkan bahan memberikan fasilitasi yang berkaitan dengan partai politik;

i. mengadakan komumkasn konsultas: dan kerja sama antar partai politik,dan
- kemasyarakatan; .

- j.- melaksanakan fasilitasi partal polltlk , lembaga kemasyarakatan ormas,
' organisasi profesi dan Iembaga swadaya masyarakat di daerah;

‘ : k. menylapkan bahan rapat koordinasi musyawarah plmpman dl daerah;

l. memfasilitasi demokratisasi bangsa dan masalah aktual dalam bidang politik dan
, kemsyarakatan ‘

; “m. menyusun data partal pohtlk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / organisasi

masyarakat (Ormas) ;

" n. memberikan fa3|l|taS| keglatan pem:hhan umum, Pemlhhan Kepala Daerah

- kepada organisasi penyelenggara pemlhhan d| Daerah agar tercipta pemlhhan
- sesuai ketentuan yang berlaku ; «

0. memfasilitasi keamanan pemlllhan umum Pemlhhan Kepala Daerah kepada

- organisasi- penyelenggara‘ pemilihan di Daerah agar- termpta pemlhhan sesuai

| _ ketentuan yang berlaku ; |
- p. melaksanakan pemantauan politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /

' organisasi masyarakat (Ormas)

qg. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan keberadaan Iembaga
~ organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan

o lembaga swadaya masyarakat di Daerah sebagai bahan evaluasi;

e r. Mengadakan komunikasi, kunsultasi dan . kerja sama di bldang demokratisasi .
. - bangsa dan masalah aktual untuk mendapatkan data atau masalah aktual dan

o _narkoba; | R
s Mengadakan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba , .
't‘.['melaksanakan momtormg,f mengevaluasi, dan _menilai prestasi kerja |

- pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalu: s:stem pemlalan yang

L tersedla sebagai cerminan penampnlan kerja; -

u membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagal dasar pengambﬂan
o kebuakan , ; ; ,

I‘.‘:‘menyampalkan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk secara l:san
RN maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas :

-m. melaksanakan tugas kedmasan lain sesual dengan penntah atasan '

; ‘ Paragraf 2 e ‘
‘ Sub B|dang Demokratisasi dan Masalah Aktual
. Pasal 13

(1) Kepala Sub Bldang Demokratnsasu dan Masalah  Aktual mempunyall tljgas

" membantu Kepala Bidang untuk menyiapkan bahan perumusan kebuakan d|
bldang demokratnsam dan masalah aktual




(2) Ura|an tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagan benkut
: 'a menyusun program kegiatan bidang demokratnsasn dan masalah aktual

: berdasarkan peraturan perundang-undangan
’ yang berlaku dan sumber dat
‘yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan keglatan ?

b menjabarkan perintah  atasan melalu| ‘pengkajian permasalahan dan

peraturan perundang-undangan yang  berlaku agar pelaksanaan tugas

sesua: dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan;

membag| tugas kepada bawahan sesuai - dengan bldang tugasnya,
. memberikan arahan ‘dan petunjuk ‘secara . lisan ‘maupun tertulis guna

e . memngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas

.fmelaksanakan koordmasn dengan seluruh Bldang d| llngkungan Badan baik - - ’:
- secara langsung maupun tidak Iangsung untuk mendapatkan masukan,

T lnformaSI serta untuk mengevaluasn permasalahan agar dlperoleh hasil kerja

o gyang optimal;

'_.memperSIapkan bahan | petunjuk tekms ~ pelaksanaan demokratlsaSI o
. masalah aktual - serta ‘hak asasi manusua guna menmgkatkan kesadaran -

o - berpolitik masyarakat

f mengadakar temu pikir remaja

‘ 5;mengadakan sos:al|saS| hak asasi manusia dan masalah aktual
. mengadakan pembnnaan pemuda dan anak remaja o

‘ﬂ'.',memfasmta& dan membenkan rekomenda3| pelayanan peruman reset dan '
. survey, . L : L B : :

“i‘;“:lmelaksanakan koordmasu dan konsutaS| lnteljen daerah

."melaksanakan monltorlng,_ mengevaluasu dan’ memlau prestasn kerja‘
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melaluu ‘sistem pemlalan yang '

S tersedla sebagan cermman penampllan kerja;

n. membuat Iaporan pelaksanaan tuqas kepada atasan sebagal dasar |
‘ pengambxlan kebuakan ' : R ;

menyampa|kan saran dan per’umbangan kepada atasan bank secara hsan
" maupun tertulis- sebaga: bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

~ tugas; dan

{ ‘.f-melaksanakan tugas kedlnasan Ialn sesuan dengan penntah atasan R o

o : menylapkan bahan koordmasn penanggu!angan narkoba

. melaksanakan tugas kedmasan laln e.esual dengan perlntah atasan

o Bag|an Kellma t
Bldang Perhndungan Masyarakat
Pasal 14 R

(1) Kepala Bldang Perhndurgan Masyarakat mempunyal tugas membantu Kepala' |
 Badan. dalam - merumuskan - kebijakan, mengoordinasikan, - membina dan
. 1 mengendalikan kegiatan di bldang pencegahan dan penanggulangan bencana

serta perlmdungan masyarakat

(2) Uraian tugas sebaga|mana dlmaksud pada ayat (1) sebagal berlkut

S a menyusun program keg|atan bidang perllndungan masyarakat berdasarkan L :
. peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedla} R

‘ sebagal pedoman pelaksanaan keglatan _ ,
b menjabarkan permtah atasan me\alw pengkapan permasalahan dan

peraturan perundang- undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas o

et sesuau dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan



.vmembagl tugas kepada bawahan sesuai dengan b|dang tugasnya memberlkan

~arahan 'dan petunjuk .. secara lisan maupun tertulis guna menlngkatkanx
,kelancaran pelaksanaan tugas CE Sy \

melaksanakan koordlna3| dengan seluruh Bldang di hngkungan Badan balk‘ :'

~secara 'langsung maupun tidak langsung - untuk ‘mendapatkan masukan,

- informasi serta untuk mengevaluasn permasalahan agar dlperoleh hasil kerja G
~yang optimal; i | c

. merumuskan petunjuk tekms dan naskah dlnas yang berkaltan dengan'

perhndungan masyarakat guna kelancaran pelaksanaan tugas

._merencanakan operasuonal keglatan pencegahan dan penanggulangan bencana
serta perlindungan masyarakat dalam menghadapl segala bentuk hambatan dan
‘ancaman di masyarakat; ‘ ~ G

. merencanakan operasnonal konsulta5| koordlnaS| dan kerja sama dengan i

~ instansi terkait dalam langkah- -langkah penanggulangan bencana (pencegahan,

‘mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabuhtasn dan rekonstruksn) guna :

| ,‘memperkecnl dampak yarig ditimbulkan bencana; -

. merencanakan operasmnal pembinaan, . pend|d|kan dan pelatlhan bagl anggotaf B
Satuan ' Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan potensi masyarakat untuk
o membenkan pengetahuan dan keterampilan di bidang perhndungan masyarakat -
; dalam menghadapl hambatan dan ancaman dl masyarakat

QL melaksanakan mventansasn dan pendataan permasalahan di bldang

@!pencegahan dan penangqulangan bencana serta pemberdayaan sumber daya

, masyarakat Satuan Perlmdungan Masyarakat sebagan bahan evaluasi;

" melaksanakan monltormg,‘ mengevaluaSI dan ‘menilai prestasn ker}aV A
~ pelaksanaan tugas bawahan secara, berkala” melalui slstem pemlalan yang -
tersedla sebaga| cerminan penampllan kerja : ;

: ‘memberlkan fasmtas:  kegiatan terhadap Forum Komumkas: Detek31 Dlnl,

 Masyarakat ~ (FKDM) dan" Komunltas Intelien- Daerah (KOMINDA) guna

S ‘menciptakan kerukunan masyarakat dan menmptakan ketertiban dan
. ketentraman umum;: - , T

l‘memberlkan fasilitasi keglatan terhadap ormas / relawan bencana terhadap

~ Search: And Rescue (SAR), Forum Kemitraan Polisi: Masyarakat (FKPM),

Muhammadlyah Diseaster Medical Centre (MDMC), Badan Penanggulangan

Bencana (BAGUNA), Radio Antar Penduduk Indonesia.(RAPI) , Anak Gunung

© Lawu (AGL) , Orgamsasn Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Sekretaris

Som.
s kebuakan

hfmenyampankan saran dan pertlmbangan kepada atasan balk ‘secara hsan e

C maupun’ tertulls sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas,

- 'o

Bersama Peduli Alam (SEKBER PEDULI ALAM) Unlt Bantuan Khusus (UBK)

untuk penanggulangan bencana; ,
membuat |aporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagau dasar pengambllan i

melaksanakan tugas kedmasan laln sesua| dengan permtah atasan

‘ Paragraf 1
Sub Bldang Penlngkatan Perhndungan Masyarakat
' Pasal 15

(1) Kepala Sub Bidang Pemngkatan Perhndungan Masyarakat mempunyan tugas

“membantu Kepala Bidang untuk melaksanakan penyiapan penyusunan bahan

petunjuk teknis / prosedur tetap penlngkatan perlindungan masyarakat terkait
“dengan bencana, pengadaan alat dan perlengkapan bencana, pembinaan dan- -
- operasi ker;a sama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana Celnr



e (2) Uralan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagan berlkut |
: a menyusun program kegnatan bldang Penlngkatan Perhndungan Masyarakat

- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data
L “ yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan keglatan ‘

Ab’.f menjabarkan penntah “atasan melalu: pengkapan permasalahan dan*,"
- peraturan - peruindang-undangan yang berlaku agar  pelaksanaan: tugas
: sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebuakan atasan; - )

Sy c,.membagl tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya . |

~memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertuhs guna e

: f”menlngkatkan kelancaran pelaksanaan tugas; -

ceods melaksanakan koordmasn dengan seluruh Bldang d| llngkungan Badan baik

o :;"secara langsung  maupun tidak langsung untuk- ‘mendapatkan masukan,

~ informasi serta untuk mengevaluaSI permasalahan agar dlperoleh hasil kerja
R yang optumal ~ \ ; ST

"e“;'mempersmpkan bahan petunjuk tekms dan prosedur tetap dalamy:?'
- Peningkatan  Perlindungan. Masyarakat ‘kepada masyarakat ~guna
menlngkatkan kesuapsnagaan masyarakat terhadap bencana : :

f menylapkan bahan konsultasu koordinasi dan kerja sama operasu dengan

instansi terkalt -dalam * langkah-langkah - “penanggulangan  bencana

(pencegahan, mxtngasn kes:apsnagaan penyelamatan rehabllltasi 'dan‘
EE ._;,_rekonstrukso : ; : AT e

g’.nmenyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasnonal baglf‘, o

A aparat penanggulangan guna kelancaran pelaksanaan tugas

“h. merencanakan mempersnapkan dan menyelenggarakan pemblnaan :
e pendldxkan dan pelatihan bagi potensn ‘masyarakat  guna meningkatkan . -
. pengetahuan dan Ketrampilan dalam langkah-langkah penanggulangan
- bencana (pencegahan mitigasi, keS|apS|agaan ‘penyelamatan, rehabilitasi -

- dan rekonstruk5|) guna memperkecnl dampak yang ditimbulkan bencana

i, memberikan penylapan bahan fasilitasi permlntaan bantuan korban bencana ,
Rz kepada instansi terkalt guna kecepatan penanganan korban bencana =

ek fmelaksanakan momtonng, mengevaluasi, dan . menn!al prestas1 kerja

tersed|a sebagal cerminan penampllan kerja;

o k membuat Iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebaga: dasar ,
e pengambilan kebuakan R il L |
. I menyampalkan saran’ dan pertlmbangan kepada atasan balk secara Ilsan ‘
maupun. tertuh\, sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaang :

~ ftugas A a : E :
m melaksanakan tugas kednnasan Ialn sesua| dengan penntah atasan

Paragraf 2

Sub Bldang Pemberdayaan Sumberdaya Manusua o
Perllndungan Masyarakat T
-Pasal 16

(1) Kepala Sub Bldang Pemberdayaan Sumber Daya Manus1a Perhndungan

Masyarakat ‘mempunyai tugas membantu Kepala Bidang untuk menyiapkan
-~ bahan pembinaan, menyusun pengadaan alat, melaksanakan pend|d|kan dan
: pelatlhan bag| Satuan Perhndungan Masyarakat (Sathnmas) : ,

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui . snstem penxlalan yang Sl



(2) Uraian tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sebagai berlkut

'a.

menyusun program keg:atan bidang Pemberdayaan Sumber daya Manusia

Perlindungan Masyarakat berdasarkan peraturan perundangundangan yang

berlaku dan sumber data yang tersedia sebagal pedoman pelaksanaan

 kegiatan;

menjabarkan permtah atasan melalun pengkajian - permasalahan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku -agar pelaksanaan tugas
sesuai.dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;:

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bldang tugasnya
memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

.- melaksanakan koordmasu dengan séluruh Bidang di Imgkungan Badan baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan,
~ informasi serta untuk mengevalua5| permasalahan agar d|peroleh hasil kerja

yang optimal,

: menylapkan bahan konsultasi, koordlna3| dan kerja sama dengan instansi

terkait dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia

‘Satuan Perllndungan Masyarakat;

menyusun rencana pengadaan alat dan perlengkapan operasional Satuan :
perlindungan Masyarakat ( Satllnmas ) guna kelancaran pelaksanaan tugas;

. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan,
-pendidikan dan pelatihan bagi.anggota Satuan Perlindungan Masyarakat
- (Satlinmas) baik dari unsur Desa / Kelurahan maupun instansi / perusahan
guna meningkatkan * ketrampilan dan penguasaan tugas - perlindungan
, kemasyarakatan ;

.jmenylapkan bahan penyusunan kebuakan pemngkatan kesejahteraan
anggota dan atau- mantan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat

(Satlinmas) guna memberikan motivasi anggota dalam melaksanakan tugas;

. melaksanakan momtormg, mengevaluasn dan menilai ‘prestasi  kerja

- pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui’sistem penilaian yang

vtersedla sebagau cerminan penampllan kerja;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

_pengambllan kebijakan, .
.fmenyampalkan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan

maupun- tertulis sebagal bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan

gtugas

m. melaksanakan tugas kedmasan lam sesual dengan permtah atasan '

o BAB IV |
" KETENTUAN PENUTUP
~Pasal 17

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenau
pelaksanaannya akan dlatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.:

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati -
. Karanganyar Nomor 290 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan' Fungsi
Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .



Pasal 19
Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

Agar _setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupat| ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

, Ditetapkah di Karanganyar
~pada tangg 2 Jaryar g
. BUPATI NGANYAR,

" Hj. RINA IRIANI SRI RATRANINGSIH, S.Pd M.Hum
: - Diundangkan di Karanganyar o
. © padatanggap /2 Jemyan Aooq o
@ | SEKRETARIS! ERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

: KASTON DS '
- BERITA DAERA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 9




